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I. Pendahuluan

Virtual currency meliputi semua mata uang digital yang tidak diatur oleh otoritas moneter. Virfual
currency, atau dikenal sebagai mata uang virtual, adalah jenis uang digital yang tidak diatur,
namun dikeluarkan dan biasanya dikendalikan oleh pengembangnya, digunakan dan diterima di
antara anggota komunitas virtual tertentu (Wikipedia, 2018). Virtual currency ada yang sentralisasi
dan desentrasilasi. Biro Keuangan AS (FinCEN), mendefinisikan mata uang virtual terpusat
sebagai mata uang yang memiliki repositori terpusat, mirip dengan bank sentral, dan administrator
pusat. Sedangkan mata uang virtual yang terdesentralisasi didefinisikan sebagai mata uang yang
tidak memiliki repositori sentral dan tidak ada administrator tunggal, dan yang dapat diperoleh
orang dengan usaha komputasi atau manufaktur mereka sendiri (proses yang dinaman
penambangan), tidak mengandalkan kepercayaan pada otoritas pusat, namun tergantung pada
sistem distribusi kepercayaan (FinCEN, 2013). Contoh uang virtual yang terdesentralisasi adalah

bitcoin. Bitcoin juga salah satu produk uang digital yang termasuk cryptocurrency.

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang terdesentralisasi menggunakan kriptografi untuk
mengamankan transaksi dan untuk mengontrol penciptaan unit mata uang baru (Dourado dan Brito,
2014). Tidak semua mata vang digital menggunakan kriptografi, seperti Centralized virtual

currencies , internet coupon, dan mobile coupon (Wikipedia, 2018).

Otoritas Perbankan Eropa (2014) mendefinisikan mata unang virtual sebagai representasi digital dari
nilai yang tidak dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas publik, tidak selalu melekat pada mata
uang (fiat-money), tetapi diterima oleh orang-orang secara alami atau hukum sebagai alat
pembayaran dan dapat ditransfer, disimpan atau diperdagangkan secara elektronik. Sebaliknya,
mata uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral didefinisikan sebagai mata uang digital bank

sentral. Contoh mata uang digital adalah e-money dan tabungan bank umum.

II. Peluang Kebijakan Virtual Currency

Penggunaan virtual currency akan menimbulkan resiko bubble economy jika disalahgunakan
sebagai alat pembayaran. Bank Indonesia tidak mengakui virtual currency sebagai alat pembayaran
(Bank Indonesia, 2018). Uang yang syah dan berlaku saat ini ialah uang dalam bentuk fisik (Pasal 2

UU No. 11 Tahun 2011). Setelah uang dalam bentuk fisik seperti dolar, rupiah, dinar, riyal, yen,
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atau yuan, di Indonesia berkembang uang elektronik (e-money) sebagai substitusi uang yang

didudukung sejumlah uang untuk mempermudah transaksi.

Cryptocurrency sebagai salah satu virtual currency telah menggunakan teknologi block-chain,
memiliki bentuk Distributed Ledger Technology (DLT). DLT memberikan kemampuan setiap
komputer independen (node) yang tergabung dalam jaringan untuk dapat mencatat, saling share,

dan sinkronisasi data (Evans, 2014).

Menurut Mulyanto (2015: 19), teknologi cryptocurrency seperti yang digunakan bitcoin
memungkinkan untuk membangun sebuah sistem terintegrasi yang mampu saling bertukar data
dalam satu jaringan peer-to-peer yang terbatas antar penyedia layanan. Penyedia layanan terdiri
dari bank umum dan lembaga keuangan di bawah pengawasan Bank Indonesia. Bank Indonesia
selaku lembaga yang berwenang mengawasi stabilitas sistem pembayaran, memiliki peranan

penting untuk membuat kebijakan dalam mendorong lahirnya system pembayaran yang stabil dan

kredibel.

Meskipun ada keunggulan teknologi dari virtual currency, tetap ada kelemahan seperti ancaman
virus dan belum diawasi otoritas moneter. Oleh karena itu, peluang kebijakan bagi regulator sistem
pembayaran saat ini adalah membuat regulasi yang kredibel guna memastikan penggunaan uang
tunai dan non-tunai (e-money) sesuai dengan undang-undang. Uang digital seperti e-money dapat
lebih ditingkatkan penggunaannya melalui gerakan non tunai, namun harus tetap didukung

sejumlah asset.

III. Tantangan Pengawasan Virtual Money

Pemerintah khsusnya bank sentral sebagai regulator sistem pembayaran harus secara ketat
mengawasi penggunaan segala jenis virtual currency. Kemungkinan melakukan penyesuaian
penggunaan teknologi kriptografi ke dalam sistem pembayaran digital seperti e-money, merupakan

alternatif di masa depan.

Mengadopsi bitcoin yang ada saat ini secara utuh akan memberikan dampak buruk berupa kerugian
ekonomi bagi negara. Sejauh ini virtual currency maupun cryptocurrency seperti bitcoin dilarang di
sejumlah negara, karena;

1. Virtual currency seperti bitcoin tidak didasari fundamental ekonomi seperti asset dalam arti

fisik, dan tidak ada lembaga yang bertanggungjawab atas resiko dan kerugian para pemain
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pasar. Meskipun bitcoin saat ini berlaku hanya terbatas pada toko-toko online saja yang
menerima bitcoin, namun penggunaan sebagai alat pembayaran menyalahi undang-undang.

2. Apabila virtual currency seperti bitcoin dilegalkan akan merugikan negara tidak hanya bank
sentral, dan perbankan saja, yang akan kehilangan peluang ekonomi yang selama ini diperoleh
dengan sistem pembayaran berbasis uang, karena segera diambil alih oleh pemain-pemain
global. Terkecuali bank sentral mampu mengendalikan transaksi ﬁyptocurrency.

3. Legalitas virtual cunﬁlcy seperty bitcoin tidak ada. Alat tukar yang sah di wilayah Republik
Indonesia sesuai UU No.7 Tahun 2011 adalah mata uang rupiah.

IV. Penutup

Vrtual currency adalah mata uang digital yang belum tercatat atau tidak dikontrol oleh otoritas
moneter. Bank Indonesia yang berwenang menetapkan kebijakan moneter, serta memelihara
stabilitas sistem keuangan dan nilai tukar, memiliki kewenangan kebijakan melarang penggunaan
virtual currency sebagai alat pembayaran karena selain menimbulkan buble-economy juga akan
mendistorsi nilai rupiah dan merugikan ekonomi Indonesia. Namun demikian, perkembangan
teknologi memungkinkan melakukan pengembangan dan perluasan penggunaan uang digital (non-

tunai) melalui kajian yang komprehensif untuk peningkatan kinerja ekonomi di era digital.
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